Menimbang

SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU
PADA KAWASAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas,
perlu didukung adanya sarana Angkutan Orang di
Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata yang
representatif, aman, dan nyaman;

b. bahwa untuk menunjang sarana Angkutan Orang di
Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, diperlukan tarif layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

pada Kawasan Wisata;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018

tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 257);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2015 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG
DI KAWASAN TERTENTU PADA KAWASAN WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Banyumas

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyumas.

Tarif dasar yang selanjutnya disebut Tarif adalah Tarif
per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam
rupiah.

Penumpang adalah orang yang berada di mobil
penumpang umum selain pengemudi dan awak mobil
penumpang umum.

Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor
Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk paling
banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut

bayaran.



(2)

(3)

(4)

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah
angkutan orang dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal
dan jalan lingkungan.

Kawasan Wisata adalah kawasan yang memiliki
kesamaan karakteristik wisata di Kabupaten

Banyumas.

Pasal 2

Penumpang dipungut biaya atas layanan Angkutan
Orang di Kawasan Tertentu pada Kawasan Wisata
dengan diberikan tanda bukti bayar berupa karcis.
Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp 3,000,-/pnp/km untuk sekali naik.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah
termasuk asuransi pertanggungan kecelakaan.
Pemungutan Tarif dilakukan secara tunai setelah

Penumpang naik ke Mobil Penumpang Umum.

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemungutan Tarif diserahkan kepada dan menjadi

tanggung jawab kepala Dinas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002
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